BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari dalam penyelenggaraan
pemerintahan nagari dilakukan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspirasi
masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Dalam menjalankan
tugasnya, Penjabat Wali Nagari tidak hanya berperan sebagai pelaksana
kebijakan, tetapi juga sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan
pemerintahan nagari.Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
seperti RPJM Nagari dan RKPN dilakukan melalui pembentukan tim
penyusun yang melibatkan unsur pemerintah nagari dan pihak terkait,
dengan Penjabat Wali Nagari sebagai koordinator yang memberikan arahan
dan evaluasi. Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Nagari
tentang APB Nagari, pemerintah nagari bekerja sama dengan Bamus Nagari
serta melibatkan masyarakat agar program yang direncanakan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pelaksanaan pembangunan nagari juga dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan masyarakat dan lembaga nagari agar pembangunan dapat
berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari
antara lain adanya keragaman aspirasi dan kepentingan masyarakat yang
cukup tinggi, sehingga pemerintah nagari menghadapi tantangan dalam
menyatukan berbagai pandangan dalam proses perumusan kebijakan. Selain

itu, pemerintah nagari juga memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi
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seluruh aspirasi masyarakat secara langsung karena adanya keterbatasan
sumber daya, anggaran, serta prosedur perencanaan yang harus dipenuhi.
Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat
direalisasikan secara bersamaan dan harus dilaksanakan secara bertahap
sesuai dengan skala prioritas pembangunan nagari.

. yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewenangan Pj
Wali Nagari dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan
mengedepankan musyawarah desa yang melibatkan Bamus Nagari,
perangkat nagari, serta perwakilan masyarakat. Melalui forum musyawarah
tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dibahas
secara bersama guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh
seluruh pihak. Selain itu, dalam upaya membina dan mengembangkan
perekonomian nagari, pemerintah nagari berusaha mengidentifikasi serta
mengembangkan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki nagari, seperti
sektor pertanian yang meliputi komoditas alpukat dan kelapa sawit.
Pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nagari

secara berkelanjutan.
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B. Saran

1. Kepada pemerintah nagari, khususnya Penjabat Wali Nagari, diharapkan
dapat terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga nagari serta
memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan nagari. Hal ini penting agar kebijakan yang
diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mampu
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

2. Kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, diharapkan dapat
menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga yang mewakili
aspirasi masyarakat. Bamus Nagari perlu terus menjalin komunikasi yang
baik dengan masyarakat serta pemerintah nagari agar proses pembahasan
kebijakan dan peraturan nagari dapat berjalan secara efektif dan

menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kepada masyarakat nagari, diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan
musyawarah serta proses pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat sangat
diperlukan agar pemerintah nagari memperoleh masukan yang konstruktif dalam
merumuskan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.
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